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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berupa

akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Syarat objektif tidak terpenuhi pada akta hibah yang dibuat oleh PPAT.

Hal ini dibuktikan dengan Akta Kesepakatan Bersama dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

yang menerangkan, bahwa objek hibah bukan milik pemberi hibah. Adapun permasalahan yang diteliti

dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibatalkan dan akibat

hukum atas akta hibah yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk menjawab

permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder

atau bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

tersier. Analisis data disajikan secara preskriptif. Hasil analisis adalah pembatalan akta PPAT oleh

Pengadilan Agama Jakarta Selatan bukan karena kelalaian dan kesalahan dari PPAT, melainkan karena

kelalaian dan kesalahan dari para pihak dalam perjanjian sehingga pada kasus ini PPAT tidak memiliki

tanggung jawab baik dalam perdata, maupun administrasi terhadap pembatalan akta hibah tersebut. Akibat

hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif, maka akta hibah yang dibuat oleh PPAT batal demi hukum,

perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum tetap dan dianggap tidak pernah ada suatu perikatan.

......This thesis discusses the cancellation of an authentic deed by the South Jakarta Religious Court in the

form of a grant deed made by PPAT. Objective requirements are not met in the deed of grant made by

PPAT. This is evidenced by the Deed of Collective Agreement and Determination of the South Jakarta

Religious Court which explains that the object of the grant does not belong to the grantor. The problems

examined in this study are the PPAT's responsibility for the canceled grant deed and the legal consequences

of the canceled grant deed by the South Jakarta Religious Court Decision. To answer these problems,

normative legal research methods are used by using secondary data or library materials consisting of

primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis is presented

prescriptively. The result of the analysis is that the cancellation of the PPAT deed by the South Jakarta

Religious Court was not due to the negligence and fault of the PPAT, but because of the negligence and

error of the parties in the agreement so that in this case PPAT has no responsibility both in civil and

administrative matters for the cancellation of the grant deed. The legal consequences of not fulfilling the

objective requirements, the grant deed made by the PPAT is null and void, the agreement has no permanent

legal force and is considered to have never been an engagement.
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